
 

WALI NAGARIINDERAPURA UTARA 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 
PERATURAN WALI NAGARIINDERAPURA UTARA 

NOMOR 06TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT 

BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( B L T ) DANA DESA TAHAP II 

AKIBAT DAMPAKPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI NAGARIINDERAPURA UTARA, 

 
Menimbang : a. bahwasesuaiketentuanPenjelasanPasal 2 Ayat (1) huruf i (4) 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan, Dana 

Desadapatdigunakanuntukbantuanlangsungtunaikepadape 

ndudukmiskin di desadankegiatanpenanganan pandemic 

Corona Virus Disease (COVID-19); 

b. bahwasesuaiPeraturanMenteriKeuanganRepublik 

Indonesia  Nomor 101/PMK.07/2020 

TentangPenyalurandanPengunaan Transfer ke Daerah dan 

Dana DesaTahunAnggaran 2020 

UntukMendukungpenanganan pandemic Corona Virus 

Disease 2019 ( Covid -19 ) 

danpemulihanEkonomiNasionalPasal 13 ayat 1 Dana 

DesaTahunAnggaran 2020 digunakanuntuk BLT 

Desasebesar Rp.300.000 ( tigaratusribu rupiah ) 

untukbulankeempatsampaibulankeenamdilaksankansesua 

iketersediaan Anggaran Dana Desaperbulannya; 

c. Bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudda 

lamhuruf a dan b diatasperlumenetapkan peraturan Wali 

Nagari Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat 

Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa Tahao II 

Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 20219. 



Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

28, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2543) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- 

UndangNomor 15 Tahun 2019 

tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 12 Tahun 

2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang- 

Undangan; 

2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 

tentangDesa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014Nomor7,TambahanLembaran Negara 

RepublikIndonesia Nomor 5495); 

3. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 

tentangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor       6 

tahun2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2014 Nomor 213, TambahanLembaran 

NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimanatelahdiubahbeberapa   kali 

terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 11 

Tahun2019tentangPerubahanKeduaPeraturanPemerintahN 

omor 43Tahun 2014 

tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Undang    Nomor   6 

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

4. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentangDana 

Desa   Yang     Bersumber    Dari 

AnggaranPendapatandanBelanja Negara (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia  Tahun    2014  Nomor   168, 

TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 

5558) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNom 

or 8 Tahun 2016  tentangPerubahan  Kedua 

AtasPeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana DesaYang Bersumber Dari AnggaranPendapatandan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 

88, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 

5694); 

5. PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 

Tahun 2020  tentangKebijakanKeuangan  Negara 

danStabilitasSistemKeuanganuntukPenangananPandemiC 

orona Virus   Disease  2019 (Covid   -19) 

dan/atauDalamRangkaMenghadapiAncaman   yang 

MembahayakanPerekonomianNasionaldan/atauStabilitasS 

istemKeuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, TambahanLembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 6485); 

6. PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia Nomor 

111 Tahun 2014 tentangPedomanTeknisPeraturan Di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2091; 

 
 

7. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 20 Tahun 2018 

tentangPengelolaanKeuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun  2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  1012) 

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDesa 

Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiNomor 6 

Tahun 2020tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriDesa 

Pembangunan Daerah  TertinggaldanTransmigrasiNomor 

11 Tahun 2019 tentangPrioritasPenggunaan Dana 

DesaTahun 2020 (Berita Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 367); 

9. PeraturanMenteriDesa Pembangunan Daerah 

TertingaldanTransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 7 

Tahun   2020 

TentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri Daerah 

TertingaldanTransmigrasiNomor       11       Tahun     2019 

TentangPrioritasPengunaan Dana DesaTahun 2020; 

10. PeraturanMenteriKeuanganNomor 40/PMK.70/2020 

tentangPerubahanatasPeraturanMenteriKeuanganNomor 

205/PMK.07/2019 tentangPengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 

11. PeraturanMenteriKeuanganRepublik Indonesia Nomor 

50/PMK.07/2020 

TentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriKeuanganN 

omor 205/PMK.07/2019 TentangPengelolaan Dana Desa; 

12. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor15Tahun 2020 

tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiNomor 41 Tahun 

2019 Tentang Tata Cara PembagiandanPenetapanAlokasi 

Dana Nagari  yang 

bersumberdariBagiHasilPajakdanRetribusi Daerah 

TahunAnggaran 2020; 

13. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor16Tahun 2020 

tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiNomor42tahun 

2019Tentang Tata Cara PembagiandanPenetapanRincian 

Dana NagariSetiap Nagari Yang 

BersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaNagaraTah 

unAnggaran 2020; 

14. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor17Tahun 2020 
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  tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiNomor 43 Tahun 

2019 Tentang Tata Cara PembagiandanPenetapanAlokasi 

Dana Nagari   yang 

bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTah 

unAnggaran 2020; 

15. PeraturanNagariInderapura Utara Nomor 

04Tahun2020TentangPerubahanRencanaKerjaPemerintah 

( RKPNag)NagariInderapura Utara TahunAnggaran 2020 

(LembaranNagariInderapura Utara Tahun2020Nomor04); 

 
Memperhatikan 

 
: 

 
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap 

Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; 

2. SuratEdaranMenteriDalamNegeriRepublik Indonesia 

Nomor      440/2703/SJ      tanggal      2      April      2020 

perihalPenaggulangandampak Covid-19 di Desa; 

3. HasilMusyawarahNagariKhusustentangvalidasi, 

finalisasidanpenetapanPenerimaBantuanLangsungTunai(B 

LT)Dana DesaTahap II tanggal27 Agustus 2020 

sebagaimanatertuangdalamBeritaAcara. 
 
 
 
 
 
 

 

MEMUTUSKAN 
 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA 

TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT 

BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT )DANA DESA TAHAP II 

AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 

2019. 

 
Pasal 1 

 

 
Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalahKabupatenPesisir Selatan. 

2. KecamatanadalahKecamatanAirpura. 

3. Nagari adalah NagariInderapura Utara. 

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimanadimaksuddalamUndang – UndangDasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

6. DesaadalahDesadanDesaadatatau yang disebutdengannama lain yang 

selanjutnyadisebutNagariadalahkesatuanmasyarakathukum 

7. Yangmemilikibataswilayah yang 

berwenanguntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan, 

kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat, 

hakasalusul, dan/atauhaktradisional yang diakuidandihormatidalam 

system pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia. 

8. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, 

pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, 

dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari. 

9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Nagari. 

11. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

12. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah 

Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat 

RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, 

adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun. 

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB 

Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. 

17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang 

didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk 

dibiayai dengan Dana Desa. 



18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan 

pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan 

pemberdayaan masyarakat Nagari. 

19. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

20. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran 

penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di 

seluruh dunia. 

 
21. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari 

adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak 

mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi 

dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

 
 

Pasal 2 

 
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masayarakat Nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja 

Pemerintah Nagari. 

 
Pasal 3 

 
(1) Prioritaspenggunaan Dana Desasebagaimana yang dimaksudpadaayat 

(2) termasukkegiatandalamrangkapenanggulangandampakekonomiatas 

pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa: 

a. Kegiatanpenanggulanganpandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid- 

19) dan/atau 

b. Jaringpengamansosial di Nagari. 

(2) Penanganandampakpandemi COVID-19sebagaimanadimaksudpadaayat 

(1) dapatberupa BLT-Dana Desakepadakeluargamiskin di 

Nagarisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. 

(3) Keluargamiskinsebagaimanadimaksudpadaayat (2) yang menerima BLT- 

Dana Desamerupakankeluarga yang 

kehilanganmatapencaharianataupekerjaan, belumterdapatpemenerima 

Program KeluargaHarapan (PKH), BantuanPangan Non Tunai (BPNT), 

dankartuprakerja, serta yang mempunyaianggotakeluarga yang 

rentansakitmenahun/kronis. 



(4) Pendataancalonpenerima BLT 

dilakukanolehrelawannagaridenganmempertimbangkan Data 

TerpaduKesejahteraanSosial (DTKS) dari KementerianSosial ; 

(5) Daftar Nama - Nama penerimaBantuanLangsungTunai (BLT) Dana 

DesaTahap IITerlampir yang 

merupakanbagiantidakterpisahkandalamperaturan Wali Nagari ini ; 

(6) Besaran BLT Dana DesaTahap IIditetapkansebesar Rp.300.000,- ( 

tigaratusribu rupiah) per keluargapenerimamanfaat per bulan, 

dibayarkansetiapbulanselama 3 (tiga) 

bulanterhitungbulanjuli,agustusdanseptember; 

 

 
 

 
 

Pasal 4 

 
Peraturan WaliNagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

PeraturanWaliNagariini denganpenempatannyadalam 

BeritaNagariInderapura Utara. 

 
 

Ditetapkan di :Inderapura Utara 

Padatanggal : 04September 2020 

WALI NAGARIINDERAPURA UTARA 

 
 

 
 
 

 
Diundangkan di : Inderapura Utara 

Padatanggal : 04 September 2020 

SEKRETARIS NAGARI INDERAPURA UTARA 

 

 
 

KUN HENDARTO 
 

BERITA NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 06 



LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARIINDERAPURA UTARA. 
NOMOR : 06TAHUN 2020 

TANGGAL : 04 September 2020 

TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG 
TUNAI ( BLT ) DANA DESA TAHAP II AKIBAT DAMPAK PANDEMI 
CORONA VIRUS DISEASE 2019. 

 

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT 

BANTUANLANGSUNG TUNAI(BLT) DANA DESA 

TAHAP II 
 

 
No. 

 
N A M A 

 
L/P 

 
NIK 

 
ALAMAT 

 

PEKERJAAN 

 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

 
ZAITUN 

 
P 

 
130113410554XXXX 

LUBUK BETUNG 

HILIR. 

MENGURUS 

RUMAH 

TANGGA 

 
LANSIA 

2. JAMALUDIN L 170611270878XXXX 
LUBUK BETUNG 

HILIR. 

PETANI/PEKEB 

UN 
DISABILITAS 

3. UMUN FAJARIAH P 130101670857XXXX 
LUBUK BETUNG 

HILIR. 

BELUM/TIDAK 

BEKERJA 
DISABILITAS 

 
4. 

 
SUPARTONO 

 
L 

 
137501260566XXXX 

LUBUK BETUNG 

HILIR. 

KARYAWAN 

SWASTA. 
SAKIT 

MENAHUN 

 
 

5. 

 
 

SUPARMAN 

 
 

L 

 
 

130101111075XXXX 

 

 
LUBUK BETUNG 

HILIR 

 
 

SOPIR 

MEMILIKI 

ANGGOTA 

KELUARGA 

SAKIT 

MENAHUN. 

6. BACHTIAR L  
130102301237XXXX 

LUBUK BETUNG 

HILIR. 

PETANI/PEKEB 

UN 
LANSIA 

 
7. 

INTAN MUTIA 

DEWI 

 
P 

 
130101470296XXXX 

LUBUK BETUNG 

HILIR. 

MENGURUS 

RUMAH 

TANGGA 

MEMILIKI 

ANAK 

KURANG GIZI 

 
8. 

 
SUMIATI 

 
P 

 
130101411095XXXX 

LUBUK BETUNG 

HILIR. 

MENGURUS 

RUMAH 

TANGGA. 

MEMILIKI 

ANAK 

KURANG GIZI. 

 
 

9. 

 
 

ROSIDIN 

 
 

L 

 
 

130110250590XXXX 

 

 
LUBUK BETUNG 

HILIR 

 

 
PETANI/PEKEB 

UN 

MEMILIKI 

ANAK 

KURANG GIZI 

 

 
10. 

 

 
RAHMAT FAUZI 

 

 
L 

 

 
130101031096XXXX 

 
LUBUK BETUNG 

HILIR. 

 
PETANI/PEKEB 

UN 

MEMILIKI 

ANAK 

KURANG GIZI. 

11. SUPARMAN L 130113170757XXXX LUBUK BETUNG PETANI/PEKEB SAKIT 



    HILIR. UN. MENAHUN 

 
12. 

 
SUMINAH 

 
P 

 
130101410742XXXX 

GUNUNG,LUBUK 

BETUNG TENGAH 

MENGURUS 

RUMAH 

TANGGA. 

 
LANSIA 

13. DESMINDRA L 130113091209XXXX 
LUBUK BETUNG 

TENGAH 

BELUM/TIDAK 

BEKERJA. 
DISABILITAS 

14. SUMARDI L 130113101169XXXX 
LUBUK BETUNG 

TENGAH 

BELUM/TIDAK 

BEKERJA. 
DISABILITAS 

 

 
15. 

 

 
DEFRI YULIA 

 

 
P 

 

 
130101680198XXXX 

 
LUBUK BETUNG 

TENGAH. 

MENGURUS 

RUMAH 

TANGGA. 

MEMILIKI 

ANAK 

KURANG GIZI 

 
16. 

 
MASTION 

 
L 

 
130101010782XXXX 

LUBUK BETUNG 

TENGAH. 

 
PEDAGANG 

MEMILIKI 

ANAK SAKIT 

MENAHUN. 

17. MUJI RAHAYU P 217109670663XXXX 
LUBUK BETUNG 

TENGAH. 
TIDAK BEKERJA 

SAKIT 

MENAHUN. 

 
18. 

 
YULIATI 

 
P 

 
130101570763XXXX 

LUBUK BETUNG 

TENGAH. 

MENGURUS 

RUMAH 

TANGGA. 

SAKIT 

MENAHUN. 

19. SUPRIYONO L 217110210466XXXX 
LUBUK BETUNG 

TENGAH 
WIRASWASTA 

SAKIT 

MENAHUN. 

 
20. 

DEDE ANDRI 

GUSTIANA 

 
L 

 
320706010888XXXX 

LUBUK BETUNG 

TENGAH 

BURUH HARIAN 

LEPAS 

MEMILIKI 

ANAK SAKIT 

MENAHUN 

 

WALI NAGARIINDERAPURA UTARA 
 


